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Saya merasa berbahagia dapat memenuhi  undangan AP untuk  memberikan  Sambutan
Pengarahan mengawdi Seminar dan Kongres Nasond.

Tema penataan ruang yang bertumpu pada kemitraan sangat rdevan dengan tuntutan dan
perkembangan dewasa ini, dan di masa mendatang. Persoalan penataan ruang semakin rumit dan
mempunyal dampak luas pada berbaga segi kehidupan masyarekat. Berbaga kepentingan dan
tuntutan dalam penataan ruang dengan mudah dapat menyulut konflik-konflik yang lebih lues.
Yang pding dituntut ddam penataan ruang addah bagamana cara yang efektif memper temukan
berbagal kepentingan terssbut  sehingga tercapai tujuan bersama secara optimal. Mempertautkan
penataan ruang dan kemitraan dapat dipandang sebaga upaya untuk mempertemukan berbagai
kepentingan dan aspiras dari semua pihak dan sekdigus mencegah potens  konflik antar-
kepentingan yang dapat mengarah menjadi masalah yang lebih kompleks.

Undangundang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan
Ruang memberikan arahan yang jelas mengena konsep dan mekanisme penataan ruang.

Mekanisme penaaan ruang telah diatur dengan mengangkat keterlibatan seluruh lapisan
dan golongan di masyarakat. Penataan ruang merupakan upaya bersama yang disdenggarakan
oleh pemerintah dan masyarakat termasuk di ddamnya dunia ussha untuk secara bersama-sama
mengembangkan upaya yang saling terkait dan saling menguntungkan.

Daam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 masyarakat diberikan tempat sebagai
pelaku utama penataan ruang yang mengacu pada arahan dan ketentuan penataan ruang yang baik.
Mekanisme yang trangparan dan keterbukaan informas tata ruang memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk ikut serta membangun ruang yang berkuditas dan sekdigus dadam
pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang akan menguntungkan gpabila didesrkan aes keterkaitan  dan
kessimbangan antarkepentingan  pihak-pihek  yang terlibat. Keterkaitan dan  keseimbangan
antarkepentingan ini yang menjadi dasar kemitraan ddam penataan ruang.

Kemitraan ddam penataan ruang aken semakin penting khususnya ddam era di mana
potens konflik antarkepentingan dalam penggunaan ruang akan semakin besar.

Kemitraen pada hakekanya addah keterkaitan yang seimbang dan sggar serta kerja
sama yang sding menguntungkan antara pedakupeaku yang terlibat untuk mencgpa manfaat
bersama Daam konsep kemitraan tidek dikena adanya yang dikdahkan aau yang dirugikan,
karena semua pihak akan mendapat manfaat sesuai dengan kepentingan masing-masing.  Untuk
itu perlu dipahami bagaimana mengaokasikan riskorisko sebak-baknya kepada mereka yang
paling mampu mengelolanya.

Daam upaya penataan ruang, terdapat hubungan-hubungan yang dapat dirumuskan
sebaga berikut:
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Pertama, adanya hubungan antarwilayah. Penataan ruang pada hakekainya addah
kessimbangan antara upaya pembangunan dan kedestaian yang memerlukan keterkaitan
antarwilayah, khususnya antarfungsi-fungs wilayah atau kawasan. Ddam konteks ini  termasuk
keterkaitan antarperdesaan dan perkotaan.

Kedua, adanya hubungan aau keterkaitan antarsektor. Penataan ruang merupakan
kumpulan upaya pengembangan sektor-sektor yang harus diharmonisasikan sau dengan yang
lan. Medui keterkaitan antarsektor, diupayakan efisens dan efektifitas pengembangan sektor
dadam penataan ruang.

Ketiga, adanya keterkaitan antarpelaku. Setigp pelaku baik pemerintah, masyarakat
umum, maesyarekat dunia usaha dan golongan masyaraket lainnya mempunya  kepentingan
masing-masing daam penataan ruang. Dengan ditumbuhkannya keterkaitan usaha antarpelaku,
maka dapat dikembangkan manfaat bersama yang lebih besar dibandingkan gpabila usashausaha
tersebut dikembangkan secara individud.

Keenpat , adanya keterkaitan antarupaya untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih
berkuditas. Dengan meningkatnya kesgjahteraan masyarakat, maka meningkat pula tuntutan akan
pengaturan pemanfastan ruang yang lebih bak, Iebih nyaman untuk didiami dan untuk berusaha,
lebih tertib dan lebih aman. Peningkatan kuditas ruang memerlukan upaya bersama antarsektor,
antarwilayah atau kawasan serta antarpel aku.

Keempa dimens keterkaitan dadam penataan ruang tadi perlu didukung oleh pola-pola
kemitraan yang efektif.

Di sni teletak tantangan mendasar bagi profes ahli perencanaan tata ruang, yaitu
bagamana mengembangkan polapola kemitraan antarwilayah, antarsektor dan  antarpeaku
pembangunan yang dapat meminimalkan konflik antarkepentingan. Kiranya para perencana perlu
dibekdi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengeola konflik dan kehanddan untuk
menyerasikan berbagai kepentingan.

Sebagai penutup, saya sampaikan ucgpan Sdlamat pada IAP ddam menyeenggarakan
Seminar dan Kongres Nasiond ke V' ini. Semoga sukses.



